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Pendahuluan
• Pelayanan administrasi kependudukan di Desa Bleberan dilakukan melalui operator desa yang mengunggah

berkas masyarakat ke sistem Pelaku Paradewi untuk diproses oleh Disdukcapil. Standar waktu penyelesaian
layanan adalah 2 hari kerja.

• Selama periode 2024–Oktober 2025 terdapat 429 permohonan layanan, dengan permohonan terbanyak pada
layanan KTP dan KK.

• Dari total 429 permohonan, sebanyak 310 permohonan (72,3%) selesai tepat waktu sesuai standar pelayanan.
Namun, masih terdapat 119 permohonan (27,7%) yang mengalami keterlambatan hingga 3 hari kerja akibat
kendala teknis dan gangguan jaringan.

• Penyebab Keterlambatan: (1) Ketidakstabilan jaringan internet menghambat proses pengunggahan dan input
data ke sistem Pelaku Paradewi (2) Kemampuan operator desa dalam menangani gangguan sistem masih
terbatas.

Kategori Pelayanan Jumlah 
Permohonan

Waktu 
Penyelesaian

Keterangan

Selesai tepat waktu 310 2 hari kerja Sesuai standar pelayanan 
Disdukcapil

Terlambat 119 3 hari kerja Gangguan jaringan / kendala
teknis
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana keberhasilan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan
melalui aplikasi Pelaku Paradewi di Desa Bleberan ditinjau dari aspek support
(dukungan), capacity (kapasitas), dan value (nilai/manfaat)?
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Metode

Jenis
Penelitian

Deskriptif
Kualitatif

Lokasi 
Penelitian

Desa Bleberan, 
Mojokerto

Teknik Pengumpulan
Data

Wawancara, Observasi, 
Dokumentasi

Sumber Data
• Primer

• Sekunder

Teknik Penentuan
Informan
Purposive 
Sampling

Informan
Kepala Desa, Kasi 

Pemerintahan, 
Masyarakat

Teknik Analisis Data
Pengumpulan data, Reduksi data, 

Penyajian data, Penarikan kesimpulan
(Miles & Huberman)
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Hasil dan Pembahasan
1. Dukungan (Support)
Dukungan menunjukkan apakah ada komitmen pemerintah dalam menerapkan Pelaku Paradewi yang dilihat dari
kebijakan yang jelas serta sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

A. Kejelasan Kerangka Kebijakan E-Government

• Pemerintah Desa Bleberan menjalankan Pelaku Paradewi berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat melalui SPBE
yang mewajibkan layanan digital hingga tingkat desa. Dalam hal ini juga ada SOP pelayanan yang mengatur seluruh
proses hingga waktu penyelesaian dokumen, yaitu 2 hari kerja.

• Namun, dalam pelaksanaannya masih ada kendala seperti jaringan yang tidak stabil dan berkas yang tidak lengkap,
sehingga waktu penyelesaian mengalami keterlambatan hingga 3 hari kerja. Meski kebijakan dan SOP sudah ada, tapi
implementasinya masih belum sepenuhnya optimal di Desa Bleberan.

B. Adanya Sosialisasi
• Sosialisasi dilakukan oleh Disdukcapil Mojokerto kepada aparatur desa sebagai operator Pelaku Paradewi.
• Pemerintah Desa Bleberan menunjukkan dukungannya dengan mengirim perwakilan desa untuk mengikuti

sosialiasi sebagai bentuk penyesuaian terhadap layanan digital untuk membantu mereka memahami alur layanan
dan penggunaan aplikasi.
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Hasil dan Pembahasan
2. Kapasitas (Capacity)
Kapasitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan Pelaku Paradewi yang dilihat dari kesiapan SDM dan
ketersediaan infrastruktur teknologi.

A. Kesiapan SDM

• Aparatur desa sebagai operator Pelaku Paradewi perlu memahami alur pelayanan serta penggunaan aplikasi dalam
aktivitas sehari-hari.

• Namun, masih ada kendala teknis seperti error system yang tidak bisa ditangani secara mandiri, sehingga operator
bergantung pada bantuan pihak lain (operator desa lain atau Disdukcapil). Selain itu, belum ada kursus/pelatihan khusus
untuk operator. Hal ini menyebabkan proses pengajuan terhambat meski kapasitas SDM sudah cukup dalam operasional
dasar, tapi belum optimal dalam menangani masalah teknis karena kurangnya pelatihan.

B. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

• Meski sudah ada fasilitas yang lengkap, namun kualitas jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan penginputan
data terhambat, sehingga penyelesaian dokumen juga mengalami keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa
diperlukan dukungan teknis untuk meningkatkan kualitas jaringan yang baik, mengingat Desa Bleberan termasuk
wilayah pelosok.
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Hasil dan Pembahasan
3. Nilai/Manfaat (Value)
• Nilai/manfaat menunjukkan dampak positif dari penerapan Pelaku Paradewi yang dapat dirasakan oleh aparatur desa

maupun masyarakat.
• Berdasarkan hasil wawancara dengan operator, adanya Pelaku Paradewi lebih memudahkan pekerjaan karena tidak lagi

menggunakan sistem manual. Selain itu, data lebih tertata dan mudah diakses. Meski penggunaanya terkadang
mengalami hambatan, tapi lebih efisien.

• Dari pengalaman sebagian masyarakat yang telah mengurus, mereka merasakan kemudahan dan efisiensi karena bisa
mengirim berkas ke operator melalui WA/email, sehingga lebih praktis, cepat, dan hemat waktu serta tenaga.
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Temuan Penting Penelitian

Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Pelaku Paradewi
di Desa Bleberan telah membantu meningkatkan efisiensi dan kemudahan
pelayanan publik berbasis digital. Namun, penerapannya masih menghadapi
kendala berupa ketidakstabilan jaringan internet dan keterbatasan kemampuan
teknis operator desa, sehingga sebagian layanan masih mengalami keterlambatan
penyelesaian.
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Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis
• Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan referensi ilmiah

mengenai digitalisasi pelayanan publik berbasis E-Government, khususnya
dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.

Manfaat Praktis
• Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi

pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan melalui penguatan kapasitas operator serta perbaikan
infrastruktur teknologi informasi.
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